SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN

Menimbang

Mengingat

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal

9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Magetan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Magetan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun



1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
85);

9.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 55);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 136);

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 93 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga  Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor
93);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Magetan.

Bupati adalah Bupati Magetan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Magetan.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.

Unit Pelaksana Tenik Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah
unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu pada Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PPA pada Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jabatan Fungsioanal adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya
disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk
melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak

dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Standar Layanan adalah tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik
danacuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban
danjanji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan
terintegrasi.

Pengaduan Masyarakat adalah fungsi layanan untuk
menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan

dan Anak yang diterima oleh UPTD PPA.

Penjangkauan Korban adalah fungsi layanan untuk
mencapai Penerima Manfaat yang tidak atau belum
mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak
lain.

Pengelolaan Kasus adalah fungsi layanan untuk
memenuhi hak dan kebutuhan seluruh Penerima

Manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dengan

cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan.
Penampungan Sementara adalah fungsi layanan untuk
menyediakan atau memberikan akses tempat
perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan
dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan
pendukung kebutuhan penerima manfaat.

Mediasi adalah fungsi layanan dengan cara penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.



17. Pendampingan Korban adalah fungsi layanan yang
diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap penerima
manfaat secara langsung untuk memastikan

terpenuhinya kebutuhan layanan korban.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD PPA pada
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Klasifikasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala UPTD.

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri atas:

a. Kepala UPTD;
b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
c. Pelaksana.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri dari berbagai keahlian dan
keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Bagan susunan organisasi UPTD sebagiamana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dalam memberikan layanan bagi
perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan,
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

(2) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagiamana
dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan:

a. Pengaduan Masyarakat;

o

Penjangkauan Korban;

Pengelolaan Kasus;

o o

Penampungan Sementara;

®

Mediasi; dan

lw)

Pendampingan Korban.

Pasal 6

(1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin,
mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam
menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan
dan anak yang mengalami masalah kekerasan,
diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan
penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;

b. menyusun program kerja UPTD PPA;

c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;



(1)

(2)

(4)

(5)

e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai

dalam lingkungan UPTD PPA;

f. melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan

g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA

wayjib:

a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal
maupun eksternal;

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan
pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan;

c. melaksanakan sistem pengendalian internal;

d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing;
dan

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dapat berkoordinasi dengan instansi lainnya.

Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan

tugasnya kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD PPA, Pejabat

Pelaksana, dan Pejabat Fungsional wajib melaksanakan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit
sesuai dengan tugasnya.

Kepala UPTD PPA wajib melaksanakan pengawasan

melekat terhadap bawahannya.



BAB VI
STANDAR LAYANAN

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan
kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah,
UPTD harus berpedoman pada standar layanan yang telah
ditetapkan.

(2) Standar layanan sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perudang-udangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD
PPA bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah.
(2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
ESELON



Pasal 11

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau jabatan
struktural eselon yang berkendudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan

struktural eselon IV-b.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Desember 2025
BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 22 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
WELLY KRISTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19840319 201101 1 014



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 DESEMBER 2025

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGETAN

KEPALA
UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP, 19840319 201101 1014



